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KEPALA DESA MEKARMULYA
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA MEKARMULYA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARMULYA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa
memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak

- tanggal pelantikan; '

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Mekarmulya Tahun 2019 - 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal
bersekala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No
4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Asset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman dan Penetapan Batas Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang

_ Badan Permusyawaratan Desa
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19. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa

20, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

21, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

22, Peraturan Menterl Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1051);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daearah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Clamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daearah Kabupaten
Ciamis;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

31, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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Kabupaten Clamis Tahun 2014-2019;

32, Peraturan Bupati Clamis Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Clamis;

33, Peraturan Bupatl Clamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknls Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;

34, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Ciamis

35. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun
2019-2025.

36. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARMULYA
dan
KEPALA DESA MEKARMULYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA -
MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2027

BAB |
. KETENTUAN UMUM

_ Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur

» penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Rukun Warga adalah wilayah kerja Kepala Desa yang dibentuk melalui

musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
pemerintah desa.
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Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakat| bersama Badan Permusyawaratan
Desa,

Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mangatur yang
merupakan pelaksanaan darl Peraturan desa dan kebljaksanaan Kepala Desa
yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah adalah Rencana Keglatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. '

Daftar Usulan RKP Desa, selanjutnya disingkat DU RKPDesa adalah Penjabaran
RP)M Desa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu)
Tahun yang akan diusulkan Pemerintah desa kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.

Pagu Indikatif Desa adalah Perkiraan Jumlah maksimum anggaran yang
diberikan kepada Desa untuk setiap Dana Bantuan Keuangan yang diterima
selama satu tahun anggaran.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan yang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa Desa. !

Analisa Keadaan Darurat adalah analisa yang dilakukan oleh desa berdasarkan
tingkat kesukaran karena keadaan yang disebabkan oleh bencana alam atau
konflik sosial .

Prioritas Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan Desa yang
didahulukan dan diutamakan daripada pembangunan lainnya berdasarkan
indikator penilaian yang telah ditetapkan. :
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.
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Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilal
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal darl kekayaan asll milik Desa,
dibell atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah,

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesual dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayal penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan
akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan
Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program
dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang
memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa

. adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

29,

disetujul bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

Visi adalah rumusan umum mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;
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30. Misl adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visl;

BAB II
PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2
Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
¢. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.

Pasal 3
Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:
a. partisipatif;
b. inklusif; dan

¢. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia,
masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

a. sebagaidasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;

b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai
dengan kondisi objektif Desa;

¢. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan ~ Pembangunan Desa pada
pencapaian SDGs Desa;

d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;

e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- f.  meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai

dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Desa.

BAB il
MUATAN RPJM DESA

; ' Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat:

a. visi dan misi kepala Desa;

b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa; dan -~

c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6
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Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan keglatan yang

meliputi:

a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan
Desa;

C. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;

d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan
RP)M Desa;

e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan
menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan

f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh
Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BABV
SISTEMATIKA SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RJPM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR LAMPIRAN
BAB| PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Hubungan Dokumen RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya
E. Proses penyusunan RPJM Desa
F. Sistematika penulisan RPJM Desa

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
A. Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
1. Kondisi Geografis,
2. Keadaan Penduduk
3. Keadaan Pendidikan
4, Keadaan Ekonomi
5. Kesehatan
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa
C. Kelembagaan Desa

BAB Il POTENSI DAN MASALAH
A. Potensi Sumber Alam
B. Potensi Sumber Daya Manusia
C. Potensi Sumber Daya Pembangunan
D. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
E. Masalah Dan Potensi Dari Potret Desa
F. Masalah dan potensi dari kalender musim
G. Masalah dan potensi dari bagan kelembagaan

BAB IVSTRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN DESA
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A Visl
B. Misl
C. KebljJakan Pembangunan Desa
D, KerJasama Antar Desa
E. KerJasama Dengan Pihak Ketiga
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Kebljakan Pengelolaan Keuangan Desa
B. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

BAB VIPROGRAM PEMBANGUNAN DESA
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
Desa

BABVII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM- Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

3. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa

4, Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun

5. Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa

6. Berita Acara Penyusunan RPJM-Desa
7

8

9

1

Formulir RPJMDesa
Daftar Rencana Kegiatan Kerjasama Antar Desa
0. Foto Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa

. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM-Desa

(2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 8

Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VIl
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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BAB VIl
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Desa Inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa inl
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican

CUCU PERMANA PUTRA

Diundangkan di Desa Mekarmulya

EDIH KURNIAWAN
LEMBARAN DESA MEKARMULYA TAHUN 2024 NOMOR ..........
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